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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA METRO
SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN

Kebijakan publik merupakan suatu fenomena yang umum dijumpal dan tidak
dapat dihindari, salah satu bentuk kebijakan publik adalah ditetapkannya Kota
Metro sebagai Kota Pendidikan yang tertuang dalam vis dan misi Rencana
Pembangunan Jangka M enengah Daerah Tahun 2016-2021.

Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis; 1) Implementasi visi
dan misi Kota Metro sebagai kota pendidikan dari segi struktur organisasi, sumber
daya manusia, kesesuaian personel, komitmen dan kompetens pelaksana,
koordinasi antar aktor, dan kondisi lingkungan; 2) Kendala yang dihadapi dalam
implementasi visi dan misi Kota Metro sebagai kota pendidikan.

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan rancangan studi kasus.
Penelitian deskriptif kuadlitatif dipilih karena obyek penelitian berupa peristiwa
dan perilaku beberapa orang dalam situasi tertentu. Pengumpulan data dilakukan
melalui observas dan wawancara, sedangkan analisis data digunakan model
interaktif yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dapat dismpulkan; 1) Implementasi vis dan misi Kota Metro
sebagal kota pendidikan cukup baik dan sesuai dengan kebijakan yang telah
ditetapkan, baik dari segi organisasi, sumber daya manusia, tujuan personel,
komitmen pelaksana serta kondisi ekonomi, sosial dan politik. 2) Kendala yang
dijumpal antara lain, terlalu banyak tugas pokok, belum adanya Tupoksi, masih
kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, sering bergantinya pimpinan, dan
kurangnya dana untuk implementasi kebijakan visi dan misi Kota Metro sebagai
Kota Pendidikan.

Kata kunci: Kebijakan publik, visi, mis kota pendidikan



ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF METRO CITY GOVERNMENT POLICY AS
A CITY OF EDUCATION

Public policy is a phenomenon that is commonly found and cannot be avoided,
one form of public policy is the stipulation of Metro City as the City of Education
which is contained in the vision and mission of the Regionad Medium-Term
Development Plan for 2016-2021.

The purpose of the research is to describe and analyze; 1) Implementation of the
vision and mission of Metro City as an education city in terms of organizational
structure, human resources, suitability of personnel, commitment and competence
of executors, coordination between actors, and environmental conditions, 2)
Constraints faced in implementing the vision and mission of Metro City as a city
of education.

The method of this research is descriptive qualitative with a case study design.
Qualitative descriptive research was chosen because the object of research was the
events and behavior of severa peoplein certain situations. Data collection is done
through observation and interviews, while data analysis is used interactive models
namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the study can be concluded; 1) The implementation of Metro City's
vision and mission as a city of education is quite good and in accordance with
established policies, both in terms of organization, human resources, personnel
goals, implementing commitment and economic, social and political conditions.
2) Constraints encountered include too many basic tasks, lack of Auth, still lack of
educational facilities and infrastructure, frequent change of leaders, and lack of
funds for the implementation of Metro City's vision and mission policy as City of
Education.

Keywords: Public policy, vision, city education mission
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BAB |. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pemerintaham atau yang sering disebut sebagai kebijakan publik,
merupakan suatu hal yang umum dijumpai dan senyatanya adalah suatu gejala
yang tak dapat dihindari pada kehidupan masyarakat modern. Menurut Muchlis
Hamdi (2015:33) kebijakan publik merupakan hasil atau output dari
penyelenggaraan pemerintahan, di samping hasil berupa peraturan perundang-
undangan, barang-barang publik, dan pelayanan publik. Setiagp warga negara
sepanjang proses kehidupannya, selalu dipengaruhi oleh pelbagai bentuk
kebijakan publik, antara lain perijinan, peraturan, pajak dan ristribusi, pelayanan
kesgahteraan, pembangunan infra struktur, dan perlindungan keamanan dan
ketertiban. Salah satu bentuk kebijakan publik adalah ditetapkannya Kota Metro

di Provinsi Lampung sebagai kota pendidikan.

Kota Metro telah mencanangkan sebagai “Kota Pendidikan” pada tahun 2000.
Secara administratif Kota Metro merupakan bagian dari Provins Lampung
dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 tercatat sebesar 160.729 jiwa yang
terdiri atas 80.300 laki-laki dan 80.429 perempuan. Komposisi penduduknya
terdiri dari berbagai suku bangsa dan etnis yang selalu hidup berdampingan.
Jumlah Sekolah Dasar (SD) negeri dan swasta 57 sekolah dengan jumlah guru 950
orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri dan swasta 25 sekolah dengan

jumlah guru 740 orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri dan swasta 17



sekolah dengan jumlah guru 593 orang, sedangkan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) negeri dan swasta 23 sekolah dengan jumlah guru 479 orang (BPS Kota

Metro, 2017).

Berdasarkan situs resmi DPRD Kota Metro, berkenaan dengan bidang pendidikan
dinyatakan bahwa Vis Kota Metro daam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025 adalah ‘Metro Kota
Pendidikan yang Maju dan Sejahtera Tahun 2025°. Visi sebagai kota
pendidikan mengandung arti bahwa pada tahun 2025 telah terwujudnya kondisi
masyarakat dimana pendidikan telah menjadi kultur/membudaya yang dilandasi
oleh nilai-nila keagamaan di tengah-tengah masyarakat melalui tahapan reading,
learning, transformation of learning dan pada akhirnya tercipta suasana

masyarakat berbudaya belgar (DPRD Kota Metro, 2017).

Kota Metro telah memiliki pemimpin baru, yakni pada tanggal 17 Februari 2016,
Pairin dan Djohan resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro.
Vis dan mis pemimpin baru tersebut cukup jelas, yakni Metro sebagai kota
pendidikan dan wisata keluarga. Cara mengukurnya juga jelas. Sebagai kota
pendidikan, warga Metro harus bisa digerakkan agar memiliki sikap sebagai

warga yang berpendidikan, serta berbudaya membaca dan menulis.

Adapun Vis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD)
Kota Metro yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah periode 2016
-2021 Visi Pembangunan Kota Metro adalah “Metro Kota Pendidikan dan Wisata
Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan berdasarkan Pembangunan Partisipatif ”.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Metro



dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Kota Metro

Tahun 2016 -2021 sebagai berikut:

1

Membangun sumber daya manusia yang bertagwa, berkualitas, profesional,
unggul, berdaya saing dan berakhlak mulia melalui sistem pendidikan yang
terarah dan komperhensif.

Menciptakan keseimbangan pembangunan kota dengan memperhatikan
kelestarian sumber daya aam dan mutu lingkungan hidup menuju

pembangunan yang berkelanjutan.

. Mewujudkan kesgjahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang

berbasis perdagangan dan agroindustri, memperbaiki iklim usaha, menarik

investasi dan penyediaan lapangan kerja.

. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.

. Mewujudkan kehidupan demokrasi dalam segala aspek kehidupan, menjujung

tinggi dan menghormati hak azasi manusia, menjunjung tinggi hukum dan

menjamin tegaknya supremasi hukum.

. Membangun serta meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur guna

mendukung pembangunan daerah.

. Mewujudkan kemandirian rakyat melalui prinsip-prinsip otonomi.

Pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Dengan menggunakan indeks ini maka dapat di

ukur keberhasilan sebuah daerah dalam membangun kualitas hidup masyarakat.

Selainitu indeks ini dapat dijadikan data pemerintah dalam menentukan kebijakan

untuk pembangunan daerahnya. Saat ini IPM Kota Metro menduduki urutan



kedua setelah Bandar Lampung yang merupakan IPM tertinggi di Provins

Lampung (BPPS Kota Metro, 2017).

Guna mendukung visi dan mis strategis Kota Metro Sebagai Kota Pendidikan
maka Dinas Pendidikan Kota Metro sebagai penanggung jawabnya juga terus
melakukan inovas dan kebijakan yang dapat mendukung perkembangan Kota
Metro Sebagai Kota Pendidikan. Atas dasar vis strategis Pemerintah Daerah Kota
Metro tersebut maka Dinas Pendidikan membuat kerangka kerja untuk mencapai
tujuan itu. Misi Dinas Pendidikan Kota Metro adalah mewujudkan pendidikan
yang berkualitas yang berakar pada budaya dan akhlak mulia. Mewujudkan
pendidikan berwawasan global berbasis pada teknologi informas dan

mewujudkan layanan prima pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendi, melakukan kunjungan
kerja ke Provins Lampung pada tangga 19 November 2016 memberikan
apresias  terhadap semangat Kota Metro membangun kota pendidikan.
Mendikbud dalam pengarahan kepada ratusan guru dan kepala sekolah se-Kota
Metro, menekankan pada empat hal yang harus dilakukan yakni; tentang
sertifikasi guru, revitalisass SMK, distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan
pendidikan karakter. Walikota Metro, Ahmad Pairin, dalam kesempatan tersebut
melaporkan bahwa di Kota Metro terdapat puluhan lembaga pendidikan mulai
TK, SD, SMP, SMA, SMK sampai Perguruan Tinggi. Sebagian besar siswa dan
mahasiswa di sini berasal dari luar kota. Ini artinya Metro sudah diakui sebagai

kota Pendidikan (Kemdikbud. 2016).



Gambaran kehidupan warga kota yang ramah dengan berbagai kegiatan yang
dinamis, seolah telah menunjukkan sikap sebagai warga pembelgar (learning
society), sebagaimana tafsir pencapaian tertinggi dari visi kota pendidikan.
Namun, setelah lebih dari satu dasawarsa visi kota pendidikan dicanangkan,
timbul satu pertanyaan; Apakah Kota Metro telah berhasil pada pencapaian
tertinggi sebagai warga pembelgjar? Selain itu perlu dipertanyakan juga kendala-
kendala apa sgja yang dihadapi dalam implementasi visi dan misi Kota Metro

sebagai kota pendidikan?

Berdasarkan observasi pendahuluan di Kota Metro yang memiliki visi dan mis
sebagal kota pendidikan, tradisi literasinya (membaca, menulis, dan berdiskusi)
dapat dikatakan belum menggembirakan. Beberapa kegiatan komunitas yang
muncul secara mandiri untuk menghidupkan tradisi literasi, menjadi penanda
bahwa tradisi tersebut belum menjadi bagian dari tradis masyarakat Kota Metro.
Gerakan Metro Membaca maupun Gerakan Metro Menulis, harus terus menerus
disosiaisasikan, sehingga visi dan mis Kota Metro sebagai kota pendidikan dapat

terwujud dengan sebaik-baiknya.

Kebijakan publik sebagai suatu output penyelenggaraan pemerintahan,
mengundang perhatian banyak pihak untuk mengkgi dan mempelgarinya
terutama dari kalangan akademisi. Seperti halnya kebijakan tentang penetapan
Kota Metro sebagai kota pendidikan lebih kurang satu dasawarsa yang lau.
Dengan berbagai dinamika dan tantangannya, pemerintah kota Metro harus
mengelola kebijakan tersebut dalam tataran riil, dari mulai perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan dan evauasi. Apabila fungsi-fungsi managemen



tersebut tidak berjalan dengan baik, maka implementasi Kota Metro sebagai kota
pendidikan hanya merupakan slogan sgja. Bedasarkan latar belakang tersebut
maka perlu kiranya dilakukan penelitian tentang implementass Kota Metro

sebagal kota pendidikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi vis dan misi Kota Metro sebagai kota Pen-
didikan?

2. Kendala apa sgja yang dihadapi dalam implementasi visi dan misi Kota Metro
sebagai kota pendidikan?

C. Tujuan Pendlitian

Tujuan penelitian adalah untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi vis dan misi Kota Metro
sebagai kota pendidikan.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis Kendala yang dihadapi dalam implementasi
visi dan misi KotaMetro sebagai kota pendidikan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Kegunaan teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan penge-
tahuan dan referensi bagi kaian bagi Ilmu Administras Negara, khususnya
yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik bidang pendidikan.

2. Kegunaan praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referens
bagi Pemerintah Kota Metro dalam rangka implementasi visi dan misi Kota

Metro sebagai kota pendidikan.



BAB Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Salah satu output dari penyelenggaraan pemerintahan adalah kebijakan publik,
oleh karena itu substansi dan proses kebijakan publik selalu berkaitan dengan
berbagai aspek keberadaan pemerintahan dan sistem pemerintahan. Substansi dan
proses kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh bentuk dan sistem pemerintahan
suatu negara, karena peran negara sebagai wadah dari proses kebijakan publik itu

sendiri.

Menurut Muchlis Hamdi (2015:37) Kebijakan (policy) umumnya dipahami
sebagal keputusan yang diambil untuk menangani hal-hal tertentu. Laswell dan
Kaplan dalam Nugroho (2008:53) mendefinisikan kebijakan publik sebagal suatu
program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan
praktik-praktik tertentu. Sedangkan menurut Dunn dalam Pasolong (2010:39)
menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai suatu rangkaian pilihan-pilihan yang
saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pegabat pemerintah pada
bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan,
energi, kesehatan, pendidikan, kesgahteraan masyarakat, kriminalitas,

perekonomian dan lainnya.

Adapun menurut Anderson dalam Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan

publik sebagai suatu rangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang
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diikuti oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu
permasal ahan tertentu atau suatu hal yang menarik perhatian. Anderson mencatat
lima implikasi dan konsepnya mengenai kebijakan publik, yakni: 1) kebijakan
publik adalah tindakan yang berorientasi tujuan; 2) kebijakan publik berisikan
rangkaian tindakan yang diambil sepanjang waktu; 3) kebijakan publik
merupakan tanggapan dari kebutuhan akan adanya suatu kebijakan mengenai hal-
hal tertentu; 4) kebijakan publik merupakan gambaran dari kegiatan pemerintah
senyatanya, dan bukan sekedar keinginan yang akan dilaksanakan; 5) Kebijakan
pemerintah dapat merupakan kegiatan aktif atau pasif dalam menghadapi suatu

masal ah.

Berdasarkan berbagal pandangan tentang kebijakan publik dapat difahami bahwa
kebijakan publik adalah pola tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan
teewujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan negara. Karakter utama kebijakan publik adalah:
1) Setiap kebijakan publik selalu memiliki tujuan, yakni untuk mengatasi masalah
publik. 2) Setigp kebijakan publik selalu merupakan pola tindakan yang
terjabarkan dalam program dan kegiatan. 3) Setiap kebijakan publik selau

termuat dalam hukum positif.

B. Proses K ebijakan Publik

Lahirnya kebijakan publik pada dasarnya melalui proses dan serangkaian tahapan
yang panjang. Rangkaian tahapan ini tampak bersifat linier, namun dalam

kenyataannya tahap-tahap tersebut justru tidak linier atau interaktif. Para ahli
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berbeda-beda dalam mengkategorikan tahapan tersebut. Seperti dikemukakan oleh

Dye (2011:328) proses kebijakan publik meliputi tahapan sebagai berikut:

1

Identifikas masalah kebijakan, yang dapat dilakukan melaui identifikasi apa
yang menjadi tuntutan atas tindakan pemerintah.

Penyusunan agenda, merupakan aktivitas yang memfokuskan perhatian
terhadap pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang diputuskan
pada masalah publik tertentu.

Perumusan kebijakan, merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan
melalui inisas dan penyusunan usulan Kkebijakan melaui organisas
perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah dan
legidlatif.

Pengesahan kebijakan, melalui tindakan politik oleh partai politik kelompok,
kelompok penekan, presiden dan kongres.

Implementasi kebijakan, dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan
aktivitas agen ekskutif yang terorganisir.

Evaluas kebijakan, dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsulat di

luar pemerintah, pers, dan masyarakat.

Sedangkan Winarno (2012:35) mengemukakan bahwa proses pembuatan

kebijakan publik merupakan suatu proses yang komplek karena melibatkan

banyak variabel yang harus dikgji. Tahapan penyusunan kebijakan publik adalah:

1

2.

Penyusunan agenda, yakni menempatkan masalah pada agenda publik
kemudian masuk dalam agenda kebijakan.
Formulasi kekijakan, yakni mendefinisakan masalah dan mencari aternatif

pemecahan masalah yang terbaik.



10
3. Adops kebijakan, yakni memilih alternatif yang dipandang paling baik dan
dicapainya konsensus.
4. Implementasi kebijakan, yakni pelaksanaan kebijakan yang telah dicapai
konsensus tersebut.
5. Evaluas kebijakan, yakni melakukan penilaian dan evaluas untuk melihat
sgjauh mana kebijakan yang telah dilaksanakan mampu memecahkan masalah

atau belum.

Senada dengan pendapat Winarno, Muchlis Hamdi (2015:79) menyatakan,
umumnya proses pembuatan kebijakan publik dapat dibedakan ke dalam lima
tahap sebagal berkut: penentuan agenda (agenda setting), perumusan aternatif
kebijakan (policy formulation), penetapan kebijakan (policy implementation), dan

penilaian atau evaluasi kebijakan (policy evaluation), yang dapat di gambarkan

sebagal berikut.
PENENTUAN PERUMUSAN PENETAPAN
AGENDA > ALTERNATIF | KEBIJAKAN
y
EVALUASI IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN KEBIJAKAN

Gambar 2.1 Proses Pembuatan Kebijakan Publik
Sumber: Muchlis Hamdi (2014:79)
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di ketahui bahwa penetapan kebijakan
publik melalui tahapan proses yang sangat panjang, kemudian setelah

diimplementasikan perlu adanya evaluasi dari kebijakan yang dijalankan.
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C. Implementas Kebijakan

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan sangat erat kaitannya dengan usaha-
usaha untuk mencapai tujuan setelah ditetapkannya suatu kebijakan tertentu.Pada
dasarnya tahap ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah bekerja atau proses
yang dilakukan oleh pemerintah agar kebijakan menghasilkan keadaan yang
direncanakan. Oleh karena itu, setelah penetapan kebijakan dilakukan, maka
langkah selanjutnya adalah implemantasi atau pelaksanaan dari kebijakan agar
dapat diperoleh dampak dan dapat dicapainya tujuan yang telah ditetapkan.
Implementasi merupakan tahap yang sangat penting dan krusial dalam proses
kebijakan publik, karena pada tahapan ini harus melibatkan seluruh steakholder
untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Seperti dikemukakan oleh Udoji
dalam Agustinus (2008:140) bahwa pelaksanaan atau implementasi kebijakan
adalah suatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada
penyusunan kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang telah ditetapkan hanya akan
berupa impian atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam arsip tanpa

adanyaimplementasi yang nyata.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:149) mendefinisikan
implementas sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau
kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Matland dalam Muchlis Hamdi (2014:98) mencatat bahwa literatur mengenai
implementasi  kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni

kelompok dengan pendekatan dari atas ke bawah (top-down) dan kelompok
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dengan pendekatan dari bawah ke atas (bottom up). Kelompok dengan pendekatan
top down melihat perancang kebijakan sebagai aktor sentral dalam implementasi
kebijakan, juga memusatkan perhatiannya pada faktor-faktor yang dapat
dimanipulasi pada tingkat sentral untuk variabel yang bersifat makro. Sedangkan
pada kelompok bottom up, menekankan pada dua hal, yakni kelompok sasaran
dan para penyedia layanan untuk variabel yang bersifat mikro. Pemberian tekanan
pada dua hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa kebijakan senyatanya
dibuat padatingkat lokal. Model ini memandang bahwa implementasi hanya dapat
difahami dengan tepat melalui kacamata para pelaksana dan kelompok yang
menjadi sasaran kebijakan. Pada level implentass makro aktor di pusat
menetapkan suatu program pemerintah, dan pada level mikro organisasi lokal
memberikan reaks terhadap kebijakan level makro, serta mengembangkan

program mereka sendiri dan meng-implementasikannya.

Kemudian muncul kelompok ke tiga yang mencoba menyerasikan kedua
kelompok tersebut dengan fokus pada aspek ambiguitas dan konflik dari imple-
mentasi kebijakan. Matland dalam Muchlis Hamdi (2014: 98) mencatat adanya
empat paradigmaimplementasi kebijakan, yakni:

1. Konflik rendah-ambiguitas rendah (implementasi administratif).

2. Konflik tinggi-ambiguitas rendah (implementasi politis).

3. Konflik tinggi-ambiguitas tinggi (implementasi simbolik).

4. Konflik rendah-ambiguitas tinggi (implementasi eksperimental).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan

yakni tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, pemerintah maupun
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swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam penelitian ini adalah

visi dan misi Kota Metro sebagai kota pendidikan.

D. Model | mplementas kebijakan

Berbagar model implementasi kebijakan banyak digunakan terutama untuk
mempermudah pemahaman. Menurut Nugroho (2008:167) terdapat dua jenis
model implementasi kebijakan publik yaitu implementasi kebijakan publik yang
berpola dari atas ke bawah (top - bottomer) dan dari bawah ke atas (bottom —
topper), serta pemilihan implementasi kebijakan publik yang berpola paksa yakni
(command- and- control) serta pola pasar (economic incentive). Sedangkan
menurut  Agustino (2014:140) pendekatan model ““ top down”, merupakan
pendekatan implementasi kebijakan publik yang dilakukan tersentralisir dan
dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat.
Pendekatan top down bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan
kebijakan yang telah ditetapkan harus dilaksanakan oleh administator atau
birokrat-birokrat padalevel bawahnya, sedangkan pendekatan model ““bottom up”
bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, nhamun pelaksanaannya oleh

rakyat atau masyarakat.

Beberapa model implementasi kebijakan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Merupakan model klasik, yang mengandaikan bahwa implementasi kebijakan
berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan
publik. Model proses implementasi yang diperkenalkan Van Meter dan Van Horn

pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk mengukur dan menjelaskan hasil akhir



14
dari kebijakan pemerintah, namun lebih kepada mengukur dan menjelaskan
tentang pencapaian program karena menurutnya suatu kebijakan mungkin di
implementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial
yang sesuai karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaan

lainnya.

Model implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn, dalam

Agustino (2008: 141), terdapat enam variable yang mempengaruhi:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika
ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang
ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran atau tujuan kebijakan terlalu
ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak
sulit merealisasikan kebijakan hinggatitik yang dapat dikatakan berhasil.

b. Sumber Daya
Keberhasilan proses implementas kebijakan sangat tergantung dari
kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan
sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses
implementasi. Tahap- tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi
menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan
pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara
politik. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu
diperhitungkan jugaialah sumber dayafinansial dan sumber daya waktu.

c. Karakteristik Agen pelaksana
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Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi
informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini
sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat
banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen
pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah impelementasi kebijakan
perlu juga diperhitungkan, semakin luas cakupan implementasi kebijakan
maka semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d. Sikap Kecenderungan Para Pelaksana
Sikap penerimaan atau penolakan dari agen/pelaksana akan sangat banyak
mempengaruhi berhasil atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.
Ha ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan
bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan
permasal ahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor
pel aksanaan adalah kebijakan dari atas (top down) yang sangat mungkin para
pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan, atau
permasalahan yang warga inginkan.

e. Komunikasi Antar Organisas dan Aktivitas Pelaksana
Koordinas merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementas
kebijakan publik. Semakin baik koordinas komunikasi diantara pihak-pihak
yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-
kesal ahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya

f. Lingkungan Ekonomi,Sosial dan Politik
Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi

publik adalah sgjauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan
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kebijakan publik yang tidak ditetapkan. Lingkungan sosial,ekonomi, dan
politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja

implementasi kebijakan.

Menurut Indiahono (2009; 38) model dari Van Meter Van Horn ini menunjukan

bahwa implementasi kebijakan merupakan model yang sangat kompleks, dimana

satu variable dapat mempengaruhi variable yang lain, seperti:

a

Variabel sumber daya dapat mempengaruhi lingkungan sosial,ekonomi dan
politik.

Variabel sumber daya juga dapat mempengaruhi komunikasi antar badan
pelaksana

Variabel lingkungan sosia,ekonomi, dan politik dapat mempengaruhi
karakteristik badan pelaksana

Variabel lingkungan sosial,ekonomi, dan politik dapat mempengaruhi sikap
pelaksana

Variabel lingkungan sosia,ekonomi, dan politik dapat mempengaruhi kinerja
kebijakan

Komunikas antar badan pelaksana memiliki hubungan yang saling
mempengaruhi dengan karakteristik badan pelaksana

Komunikas antar badan pel aksana dapat mempengaruhi sikap pelaksana
Karakteristik badan pel aksana dapat mempengaruhi sikap pelaksana
Karakteristik badan pelaksana juga dapat mempengaruhi kinerja kebijakan

secaralangsung

Keunggulan dari model Van Meter dan Van Horn adalah dapat menawarkan

kerangka pikir untuk menjelaskan dan menganalisis proses implementas
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kebijakan serta memberikan penjelasan bagi pencapaian dan kegagalan program.
Model ini menitik beratkan pada sikap, perilaku dan kinerja para perilaku di

dalam implementasi kebijakan.

2. Model limplementasi Kebijakan George C.Edward 111

Menurut George C.E, studi implementasi kebijakan adalah krusia bagi public
administration dan public policy. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap
kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsenkuensi-konsenkuensi
kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat
atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan,
maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu
diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah
direncanakan dengan sangat baik mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika
kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana

kebijakan (Winarno,2012:177)

Model implementasi kebijakan publik yang berspektif top down dikembangkan
oleh George C. Edward Ill. Pendekatan yang dikemukakan terdiri atas empat
variabel yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) diposisi dan (4) struktur
birokrasi. Keempat variabel tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain
daam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling
bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi
variabel yang lain dan sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi

kebijakan.
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3. Model Implementasi Kebijakan Merilee S.Grindle
Menurut Grindle dalam Agustino (2014:154) pengukuran keberhasilan suatu
implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan

itu sendiri, yang terdiri atas content of policy dan context of policy.

Content of policy meliputi:

a Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi), yakni
berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu
implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam
pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sgauhmana
kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya

b. Type of benefits (tipe manfaat), menurut pola ini dalam suatu kebijakan harus
terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang
dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. Extent of Change Envision (dergjat perubahan yang ingin dicapai), menurut
pola ini setiap kebijakan mempunyai target yang ingin dicapai. Content of
policy yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar
perubahan yang ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus
memiliki skalayang jelas.

d. Ste of Decision Making (letak pengambilan keputusan), yakni pengambilan
keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam
pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada pengambilan keputusan harus
dijelaskan letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan

diimplementasikan
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e. Program Implementer (pelaksana program), yakni dalam menjalankan suatu

kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan
yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.

f. Resources Commited (sumber-sumber daya yang digunakan), yakni

pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-

sumberdaya yang mendukung agar pel aksanaannya berjalan dengan baik.

Context of policy meliputi:

a. Power, interest, and strategy of actor involved ( kekuasaaan, kepentingan, dan
strategi  dari aktor yang terlibat), yakni dalam suatu kebijakan perlu
diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang
digunakan para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan
suatu implementasi kebijakan.\

b. Institution and Regime Characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang
berkuasa), yakni lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan
juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin
dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi
suatu kebijakan.

c. Compliance on responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari
pelaksana), yakni pada poin ini ingin dijelaskan sgiauhmana kepatuhan dan

respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

4. Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2014:144) mengungkapkan bahwa
peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam

mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan
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formal pada kesuluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud

dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar,yaitu:

a. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi:
Kesukaran-kesukaran teknis
K eberagaman perilaku yang diatur
Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran
Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki

b. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat. Para

pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk
menstruktur proses implementasi secaratepat melalui beberapa cara:

Kecermatan dan keelasan perjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan
dicapal
Keterandal an teori kausalitas yang diperlukan
K etetapan alokasi sumber dana
Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan diantara lembaga-lembaga atau
instansi pelaksana
Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana
Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-
undang
Akses formal pihak-pihak luar.

c. Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi
Kondis sosia ekonomi dan teknologi
Dukungan politik

Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat
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K esepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana

E. Kapasitas Organisasi untuk I mplementasi

Inti dari proses manajemen adalah mengubah organisasi menjadi suatu kel ompok
kerja yang efektif. Suatu organisasi harus memiliki tujuan yang jelas, terbatas dan
diketahui bersama. Menurut Tyson dan Jackson (2002) organisasi terbentuk oleh
sekelompok orang yang memiliki tujuan formal yang sama dan orang harus
masuk ke dalam hubungan formal dengan beberapa kesepakatan. Perluasan
organisas menjadi kumpulan kelompok formal di bawah hierarki pemimpin

membentuk suatu struktur hubungan.

Menurut Daft (1995) organisasi merupakan ““a group of people working together
to attain a common goal”. Definis ini dianggap terlalu sederhana dan kurang
menyeluruh.  Robbins mendifiniskan organisas sebagai  ““...a conscious
coordinated social entity, with a relatively identifiable boundary, that functions on
a relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goal”.
Selanjutnya dijelaskan bahwa frasa consciously coordinated mengandung aspek
mangjemen, dan frasa social entity berkaitan dengan individu atau kelompok yang
saling berhubungan atau berinteraksi, maka perlu dibentuk suatu pola koordinasi
tertentu untuk menciptakan suatu keseimbangan dan keharmonisan berinteraksi.
Adapun frasa relatively identi-fiable boundary, dimaksufkan bahwa di dalam
organisas ada suatu garis yang menunjukkan antara organisasi dan anggota, baik
secara eksplisit maupun implisit. Sedangkan continuing bond mengacu pada
tingkat regulasi partisipass anggota di dalam organisasi. Konsep goal

dimaksudkan menyangkut tujuan yang ditentukan oleh organisasi, yaitu untuk
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mencapal suatu target tertentu dan tujuan itu diharapkan mampu dicapai secara

individu maupun kelompok.

Organisas birokrasi sampai saat ini masih memiliki posisi yang paling dominan
dibanding dengan organisas yang lain dalam implementasi kebijakan publik.
Sebaga tulang punggung dalam mengimplementasikan kebijakan, keberhasilan
birokras sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi itu sendiri. Argumen ini
dikemukakan oleh Amstrong yang dikutip Erwan dan Dyah (2012:128), sebagai
berikut:

““organizational capacity is the of an organization to function effectively it
isabout its ability to guarantee high levels of performance, achieve its
purpose (sustained competitive advantage in a commercial business),
deliver result and, importanily, meet the needs of stakeholder™.

Sementara itu menurut Goggin dalam Erwan dan Dyah (2012:128)
mendefinisikan kapasitas organisasi sebagal suatu kesatuan unsur organisasi yang
melibatkan: (1) struktur; (2) mekanisme; (3) sumber daya manusia yang ada
dalam organisasi; dan (4) dukungan financia serta sumber daya manusia yang ada

dalam organsasi tersebut untuk bekerja.

1. Struktur organisasi

Banyak pakar yang memberikan definiss mengenai struktur organisasi. Jones
dalam Erwan dan Dyah (2012:130) mengemukakan struktur organisasi merupakan
sistem hubungan formal antara tugas dan wewenang yang mengendalikan serta
mengkoordinasikan sumberdaya untuk mencapai tujuan. Sementara itu Robbins
dalam Erwans dan Dyah (2012:130) mengemukakan definisi struktur organisasi:
““an organizational structure defines how job tasks are formally divided, grouped,

and coordinated”. Intinya struktur organisasi merupakan instrumen bagaimana
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unsur organisasi tersebut dipadukan agar organisasi dapat berjalan secara efektif

dan efisien.

Daam kegiatan implementas kebijakan, struktur organisas merupakan wadah
atau wahana interaksi dimana para petugas, aparat, birokrasi, atau pegabat yang
berwenang mengelola implementas kebijakan berbagal kegiatannya. Dari
berbagal definis tersebut, maka proses terbentuknya struktur organisas
merupakan serangkaian logika penyederhanaan kerja yang terdiri atas. adanya
kebutuhan untuk melakukan pembagian kerja diantara anggotanya karena

pekerjaan yang mencapal misi organisasi tidak dapat dilakukan sendiri.

Sebagai konsenkuensi dari pembagian kerja tersebut kemudian maka diperlukan
koordinas diantara berbagai departemen, unit kerja, dan individu-individu yang
memiliki tugas berbeda-beda. Dan terakhir tentu dibutuhkan pengawasan
(kontrol) untuk menjamin bahwa departemen, unit kerja, dan individu-individu
yang diberi tugas tersebut menjalankan kewajiban dengan baik sesuai dengan
panduan yang telah ditetapkan, agar struktur organisasi yang diberikan mandat

untuk mengimplementasikan suatu kebijakan bisa bekerja secara efektif

Maka struktur organisasi harus di susun sesuai tujuan dan kompleksitas kebijakan
secara teoritis ada tiga pendekatan struktur organisasi, yaitu: horizontal, vertical
dan spasial, ketiganya mencerminkan adanya deferensias pembagian tugas.
Struktur horizontal dengan menggunakan dasar pembagian kerja menurut
spesialisas masing-masing unit organisasi. Struktur vertikal adalah struktur yang

pembagian kerjanya didasarkan pada hirarki , otoritas, atau rantai komando.
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Sementara itu, struktur spasial menggunakan pembagian pekerjaan berdasarkan

pada wilayah geografis atau wilaha adiminstratif.

Goggin daam Erwan dan Dyah (2012:131) mengemukakan bahwa penyusunan
struktur organisasi juga di pengaruhi pendekatan yang digunakan untuk
mengimplementasikan suatu kebijakan. Pendekatan yang digunakan ada dua jenis,
yaitu top-down dan bottomrup. Pendekatan top-down adalah pendekatan
implementasi yang memandang proses implementasi bergerak dari "atas ke
bawah”. Merupakan proses bagaimana tujuan suatu kebijakan dipahami dan
dimplementasikan oleh para implementer yang strukturnya berjenjang dari pusat
ke daerah. Pendekatan bottom up memahami proses implementasi dari arah yang
sebaliknya dalam pendekatan ini kegagalan atau keberhasilan implementasi akan
sangat dipengaruhi bagaimana implementasi antar para aktor yang berada pada
level “ paling bawah” dalam hierarki implementasi dan bagaimana mereka dapat
mempengaruhi dan mendapatkan dukungan dari aktor-aktor yang berada pada

hierarki lebih tinggi

Pendekatan top-down memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi yang
bersifat multi-level dan hirariki.Sedangkan pendekatan bottom-up menjadi dasar
terhadap pemahaman hubungan jaringan (yang bersifat horizontal) antar unit kerja
dalam struktur organisasi implementasi. Meskipun seolah-olah bersifat
dikhotomis, kenyataan antara pendekatan top-down dan bottom up tidak bisa
dipisshkan dalam proses implementasi, karena realitas bahwa organisas
implementasi melibatkan hubungan hierarkis antar pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, dan pemerintah daerah. Pada saat yang bersamaan implementasi

kebijakan kerjasama antar dinas dalam satu area pemerintah kabupaten/kota.
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2. Model Struktur Organisasi Implementasi Antar Unit KerjaModel Vertikal

Model struktur organisasi yang memiliki karakteristik hirarkinya terintergrasi
(hierarchically integrated). Dalam struktur tersebut pemerintah pusat didudukkan
pada level tertinggi, kemudian dibawahnya ada pemerintah provinsi, dan terbawah
adalah pemerintah kabupaten. Dengan hubungan yang bersifat hirarkis terseebut,
maka otoritas pemerintah kabupaten/kota sangat dipengaruhi oleh otoritas
pemerintah pada level yang lebih tinggi. Dalam implementasi suatu kebijakan,
dengan demikian, pemerintah kabupaten/kota tidak boleh meanggar kewenangan

yang dimiliki oleh pemerintah di atasnya.

3. Modd Struktur Organisasi Implementasi Antar Unit KerjaModel Horizontal

Cho et. Al. ddam Erwan dan Dyah ( 2012:140) mengungkapkan pendekatan
horiziontal adalah suatu pendekatan tentang bagaimana struktur organisas
didesain untuk mencapai tujuan kebijakan dengan tidak terlalu mengandalkan
hierarkhi. Pendekatan horizontal lebih banyak dipakai ketika implementas

melibatkan berbagai unit kerja yang samatingkatannya.

Ada tiga hal yang relevan untuk dianalisis, yaitu: (1) semua unit organisasi
memiliki tugas yang sama untuk mewujudukan tujuan kebijakan; (2) untuk
mencapal tujuan kebijakan, setiap unit kerja diguide oleh visi dan misinya sendiri.
Artinya, pencapaian tujuan kebijakan mau tidak mau memang akan sangat
dipengaruhi oleh kesuaian antara visi dan misi unit organisasi dengan tujuan
kebijakan yang harus diredlisasikannya; (3) implementasi dengan pendekatan

horizontal menghendaki adanya dua mekanisme koordinas sekaligus, yaitu
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koordinas antar unit kerja (inter organizational coordination) dan koordinasi

antar seksi dalam satu unit kerja (intra organizational coordination).

4. Model Assistance Structure

Struktur organisasi bentuk lain untuk mengimplementasikan suatu kebijakan dapat
menggunakan multi organisasi, namun ada organisasi yang diberi kewenangan
lebih besar untuk menjadi koordinator (lead agency). Tugas lead agency ini
adalah melakukan peran koordinasi yang terlibat dalam implementasi dapat
diintergrasikan. Intergrasi berbagai output ini menjadi kunci agar tujuan kebijakan
dapat diwujudukan. Tentu, meskipun sudah ada lead agency ha ini tidak akan
selalu menjamin bahwa implementasi suatu kebijakan atau program akan berjalan
dengan lancar. Perasaan setara yang dimiliki oleh pimpinan organisasi lain yang
terlibat dalam implementasi akan membuat koordinasi merupakan tantangan yang
terus-menerus yang harus dipecahkan oleh orang-orang yang menduduki posisi
pimpinan dalam lead agency. Di Indonesia, problem ini secara nyata tampak
dalam implementasi berbagai program yang berkaitan dengan penanggulangan

bencana

5. Model Lead Agency Strucutre

O’toole dan Montjoy dalam Erwan dan Dyah (2012:146) mengidentifikasi redlitas
terkait dengan penggunaan pendekatan yang bersifat interoganizational atau multi
organisas tersebut. Pertama, proses implementas yang melibatkan multi
organsas akan mengalami lebih banyak hambatan karena banyaknya kepentingan
yang terlibat. Kedua, aktivitas koordinasi pada implementasi yang melibatkan

multi organisasi atau lebih kompleks. Ketiga, peningkatan kompleksitas hubungan
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kerja antar multi organisas tersebut akan menurunkan peluang delegas tugas
yang diberikan pada organisasi untuk dikembangkan menjadi rencana yang lebih

detail.

Setidaknya ada empat aktivitas yang menyertal interorganizational dalam proses
implementasi. Pertama, meskipun ada tata jenjang, namun bukan berarti hubungan
antar organisasi yang ada dalam struktur tersebut sekedar hubungan yang bersifat
hierarkis semata-mata. Pada pendektan interoraganizational selain hierarki juga
menekankan network dalam proses implementasi. Kedua, untuk mengukur
keberhasilan kebijakan atau program akan lebih sulit pada implementasi yang
menggunakan struktur interorganizational. Oleh karena itu, untuk mengukur
keberhasilan implementas akan diperlukan metodelogi dan indikator yang lebih
rumit.Ketiga, struktur implementasi tersebut juga menyebabkan adanya tujuan
ganda (multiple goals) yang memiliki potensi menyimpangkan organisasi dari
tujuan pokoknya. Keempat, implementass yang menggunakan struktur

interorgani zational adalah kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up.

F. Tim Kerja dan Komitmen

Selain struktur, unsur yang tidak bisa diabaikan dalam mendukung kapasitas
organisas adalah sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia dalam
sebuah organisasi dimaknai sebagai faktor penggerak organisasi. Pada saat lain
SDM dalam organisasi tidak hanya dipahami sebagai individu-individu akan
tetapi seringkali merupakan sebuah tim kerja (teamwork). Dewasa ini, baik pada
organisas maupun publik maupun swasta, dituntut untuk memperhatikan
eksistensi teamwork. Hal ini terkait dengan beberapa keunggulan yang dimiliki

oleh sebuah teamwork. Robbins dan Judge dalam Erwan dan Dyah (2012:147)
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mengemukakan bahwa karakteristik sebuah teamwork adalah memiliki tujuan
kolektif, bersinergi secara positif, akuntanbilitas secara pribadi maupun mutual,
dan adanya keahlian (skill) yang bersifat komplementer diantara sesama
anggotanya. Lebih lanjut dikatakannya bahwa model tim kerja yang efektif
terbentuk dari beberapa unsur, yaitu: konteks, komposisi, desain kerja dan proses.
Secara lebih detail unsur-unsur yang mempengaruhi efektifitas teamwork adal ah:
1. Jumlah SDM yang dimiliki oleh organisasi.

2. Kesesuaian tujuan individu/personel dengan pesan kebijakan.

3. Komitmen dan kompetensi personel untuk melaksanakan implementasi.

Jumlah SDM vyang dimiliki oleh organisass yang diberi mandat untuk
mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kapasitas organisas
dalam menjlankan misinya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Tidak ada suatu
rumus yang pasti tentang berapa jumlah SDM yang harus dimiliki oleh suatu
organisasi agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Semakin kompleks
suatu kebijakan maka semakin banyak pula jumlah SDM yang harus disediakan
untuk menjalankan tugas mengimplementasikan kebijakan. Perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK), saat ini juga akan sangat
mempengaruhi  ukuran tentang jumlah SDM yang diperlukan oleh suatu
organisasi. Di masa lalu banyak pekerjaan yang harus dikerjakan secara manual
sehingga jumlah SDM menjadi penting bagi organisasi. Namun demikian,
keberhasilan TIK saat ini menjadi sangat membantu organisas dalam

menyel esaikan berbagal pekerjaan.

Setiap kebijakan dibuat untuk mencapai tujuan tertentu, oleh karenaitu harus ada

kesesuaian antara personel dengan pesan kebijakan. Dari berbagai bentuk tujuan
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kebijakan, salah satunya selalu dimaksudkan untuk melakukan perubahan tentang
berbagai hal. Perubahan tersebut dapat sgja hanya berupa hal-hal yang sederhana
sampai yang komplek, misalnya tentang perubahan perilaku penggunaan bahan
bakar untuk memasak yang digunakan oleh rumah tangga miskin dari minyak
tanah menjadi gas melalui implementasi program konversi minyak tanah. Pada
saat yang lain, perubahan yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan menyangkut
hal-hal yang bersifat mendasar yang berkaitan dengan nilai-nilai kepercayaan

yang diyakini masyarakat.

Komitmen dan kompetensi personel untuk melaksanakan implementas,
merupakan dua persyaratan penting yang harus dimiliki oleh personel yang diberi
mandat untuk mencapal tujuan kebijakan dalam implementasi. Komitmen
merujuk pada kesungguhan seorang personel untuk menjalankan tugas yang
diberikan kepadanya dengan sungguh-sungguh, memiliki motivasi dari dalam
dirinya untuk menjalankan tugasnya tersebut dan menggunakan segala potensi
yang dimilikinya untuk mencapai hasil sebagaimana dibebankan oleh organisas

terhadap diri personel tersebut.

G. Koordinas dan interaks antar aktor

Menurut James AF Stoner dalam Erwan dan Dyah (2012:153) koordinasi di
pahami sebagai proses pemanduan sasaran dan kegiatan dari unit-unit kerja yang
terpisah untuk dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif. Meskipun
koordinasi memiliki peranan sangat penting dalam proses implementasi tetapi
koordinasi tidak mudah dilakukan. Sementara itu O’Toole dan Montjoy dalam

Erwan dan Dyah (2012:153) mengatakan: ““if implementation is essentially a
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problem of cooperation, one might ask what inducements are available to bestir
individuals, whether in one in multiple agencies, to work together toward a

common policy product’.

Agar kerjasama dapat dilakukan secara balk, tiga faktor pendukung untuk
terjadinya koordinasi yang baik dalam implementasi. Tiga faktor pendukung
tersebut adalah authority, common, interest, dan exchange. Ketiga faktor tersebut
diperlukan untuk mendukung proses memadukan berbagai kegiatan dari unit-unit
kerja yang berlainan. Meskipun tiga faktor tersebut sangat penting bagi terjalinnya
koordinasi, akan tetapi perlu di catat bahwa keberhasilan koordinasi akan
berbanding terbalik dengan jumlah unit kerja yang terlihat dalam implementas.
Terdapat tiga kategori mekanisme kerja atau hubungan antar stakeholder yang
terlibat dalam implementasi suatu kebijakan mekanisme kerja tersebut adalah: 1)

pooled (mengutub); 2) sequential (berurutan); 3) reciprocal ( timbal balik).

Menurut Erwan dan Dyah (2012:155) proses implementasi dengan menggunakan
mekanisme kerja yang bersifat mengutub terjadi ketika suatu kebijakan dalam
proses implementasinya melibatkan banyak organisasi (lembaga atau dinas)
dengan satu kelompok dengan sasaran tertentu. Meskipun dalam implementasi
melibatkan banyak organisasi, namun dalam logika kerja yang bersifat mengutub
ini masing-masing organisasi yang terlibat dalam implementasi tidak saling
bergantung antara satu dengan yang lain dalam melakukan deliver mechanism atas
keluaran keluaran kebijakanyang mereka hasilkan kepada kelompok sasaran .
Dengan karakteristik independensi yang tinggi seperti ini, maka koordinasi yang
dibutuhkan antar organisasi yang terlibat dalam implementasi sangat minimal,

bentuk koordinasi yang dibutuhkan adalah pembagian tugas yang di awal ketika
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implementasi  dilakukan. Setelah pembagian tugas disepakati maka masing-
masing organisasi dapat bekerja sendiri-sendiri untuk menjangkau kelompok

sasaran dengan tugas masing-masing.

Proses implementasi yang menggunakan mekanisme kerja yang bersifat squential
terjadi ketika implementasi suatu kebijkan melibatkan banyak organisasi dengan
kelompok sasaran tertentu. Dalam proses implementasi yaitu output yang terjadi
hubungan saling ketergantungan antara satu organisasi dengan organisasi yang
lain karena logika kerja implementasi yang bersifat berurutan didasarkan pada
relas input-output, yaitu output organisasi yang pertama kali yang akan menjadi
organisas yang kedua, demikian seterusnya sehinggga keberhasilan implementasi
suatu kebijakan akan sangat dipengaruhi kerja sama seluruh organisas yang

terlibat dalam implementasi.

Proses implementass menggunakan mekanisme kerja yang terjadi ketika
implementasi suatu kebijakan melibatkan beberapa organisasi dan untuk dapat
menjalankan tugas mereka masing-masing organisasi dan untuk dapat
menjalankan tugas mereka masing-masing organisasi akan menghasilkan output
yang akan menjadi input bagi organisasi yang lain, namun pada titik tertentu
proses tersebut akan berbalik ketika input yang telah diproses tersebut akan
menjadi output yang akan digunakan sebagai input bagi organisasi yang

sebelumnya memberikan input.

H. Evaluasi/M engukur Implementasi K ebijakan

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses

dan pencapaian tujuan akhir atau output, yakni tercapai atau tidaknya tujuan-
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tujuan yang ingin dicapai. Seperti hanya diutarakan oleh Grindle dalam Agustino
(2008:139) bahwa pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari
prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan
yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu dengan melihat pada action program dari

individual projects dan yang berikutnya adalah apakah tujuan program tersebut

tercapai.

Evaluas terhadap suatu program sangat penting dilakukan, karena dengan
evaluas akan dapat diketahui kekurangan dan keberhasilan dari pelaksanaan
program, serta dapat diketahui ketercapaian dari tujuan yang telah ditetapkan.
Seperti dikemukakan oleh Mondy (1990) bahwa evaluasi dilakukan untuk
mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. Setelah kegiatan direncanakan
dan dilaksanakan selama beberapa waktu, harus dibuat suatu evaluasi dari setiap
langkah dalam desainnya, serta evaluasi terhadap prestasi kerja (performance)
dari sistem ini dalam implementasinya. Memang akan selalu ada penekanan untuk
mengatasl tugas-tugas yang baru, tetapi prinsip umpan balik ini  harus

dilaksanakan terhadap cara kerja organisasi maupun hasilnya.

Menurut Murdick dkk. (1991) pada tataran tingkat sistem organisasinya evaluasi
dapat dilakukan berkenaan dengan; 1) keterpaduan sistemnya, yaitu sgauh mana
telah dilaksanakan integras dari seluruh subsistem ke dalam suatu sistem yang
lebih menyeluruh; 2) keterpaduan pengoperasiannya, yaitu sampai dimana
ketrampilan yang dimiliki oleh para operator sistem ini, dan cadangan apa yang
tersedia untuk mengatasi bila terjadi gangguan; 3) keterpaduan intern, yaitu
apakah distem sudah sesuai dengan yang direncanakan dan dapat

diimplementasikan, pengamanan apa yang tercakup dalam sistem ini terhadap
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kekhilafan manusia, sabotase atau kecurangan; 4) keterpaduan prosedur, yaitu
apakah dokumentasi sistem ini dan prosedurnya cukup baik, sehingga mudah
diikuti, dan sgjauh mana kontrol yang tersedia untuk menjamin agar prosedur
seladu diikuti. Selain itu evaluas juga dilakukan terhadap biaya yang

direncanakan dibandingkan dengan biaya yang tel ah dikeluarkan.

|. Faktor Pendukung dan Penghambat implementasi kebijakan.

Salah satu pendapat tentang keberhasilan atau kegagalan dari implementasi
kebijakan dikemukakan oleh D.L.Weimer dan Aidan R.Vining dalam Pasolong
(2010:59). Menurut mereka ada tiga faktor umum yang mempengaruhi
keberhasilan implementasi,yaitu:

a. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai seberapa benar
teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis
antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah
ditetapkan.

b. Hakikat kerja sama yangdibutuhkan,yaitu apakah semua pihak yang terlibat
dalam kerja sama merupakan suatu assembling produktif.

c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen

untuk mengel ola pelaksanaannya

Implementasi  kebijakan mempunyai berbagai hambatan yang memengaruhi
pelaksanaan suatu kebijakan publik. Gow dan Morss dalam Pasolong (2010;59)
mengungkapkan hambatan-hambatan tersebut antara lain: (1) hambatan politik,
ekonomi dan lingkungan; (2) kelemahan insitusi; (3) ketidakmampuan SDM di
bidang teknis dan administratif; (4) kekurangan dalam bantuan teknis; (5)

kurangnya desentralisasi dan partisipasi, (6) pengaturan waktu; (7) sistem
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informasi yang kurang mendukung; (8) perbedaan agenda tujuan antara aktor; dan

(9) dukungan yang berkesinambungan.

Semua hambatan ini dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan dari dalam
(faktor internal) dan dari luar (faktor eksternal). Menurut Turner dan Hulme
dadam Pasolong (2010:59), hambatan dari faktor interna dapat dilihat
ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti sumber daya manusia,
dana, struktur organisasi, informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki, serta
aturan-aturan, sistem dan prosedur yang harus digunakan. Sedangkan hambatan
dari faktor eksternal dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh
langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi kebijakan
pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi, sosial

budaya dan sebagainya.

J. Kerangka Pikir Penelitian

Kebijakan publik merupakan sesuatu yang umum dijumpa dan tidak dapat
terhindarkan lagi pada kehidupan masyarakat modern sekarang ini. Seperti halnya
ditetapkannya Kota Metro di Provinsi Lampung sebagai “Kota Pendidikan” juga
merupakan suatu kebijakan publik yang telah disepakati oleh pihak eksekutif
(pemerintah Kota Metro), maupun pihak legidatif (DPRD Kota Metro).
Kebijakan publik sebagai suatu output penyelenggaraan pemerintahan
mengundang banyak perhatian untuk mempelgari dan mengkainya secara
mendalam. Ditetapkannya Kota Metro sebagai kota pendidikan dengan berbagai
dinamika dan tantangannya harus dikelola dengan sebaik-baiknya mulai dari

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan tersebut,
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Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat digambarkan kerangka pikir penelitian

sebagai berikut.

IMPLEMENTASI KOTA
METRO SEBAGAI KOTA

PENDIDIKAN
KEBIJAKAN
-Struktur Organisasi PUBLIK KENDALA
-Sumber Daya manusia KOTA
-Kesesuian Personel :> :> YANG
METRO DIHADAPI

-Komitmen Pelaksana

o . KOTA
-Koordinasi & Interaksi
-Lingkungan Ekonomi, PENIDIDKAN

sosial, Politik
(Van Meter &
Van Horn)

Gambar 2.2: Kerangka Pikir Penelitian



BAB IIl. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Rancangan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan rancangan studi
kasus. Pendekaatan kualitatif dipilih karena obyek penelitian ini berupa perilaku
atau aktivitas banyak orang. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berbentuk tulisan
tentang orang atau kata-kata orang dan perilakunya. Menurut Moleong (2014:4)
penelitian deskriptif kualitatif, peneliti berusaha untuk memahami arti peristiwa

dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu.

Rancangan pendlitian ini adalah studi kasus, Menurut Bogdan dan Biklen (1998)
tujuannya untuk memperoleh data dan informasi secara rinci dan menyeluruh
pada latar alami untuk menemukan variabel yang ada dalam konteks nyata yang
berkaitan dengan pertayaan bagaimana dan mengapa. Sedangkan Menurut Yin
(2009) secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok
pertanyaan penelitian berkenaan dengan how atau why, dan bila peneliti hanya
memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diteliti,

dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena masakini.
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B. Fokus Pendlitian

Guna mengarahkan dan mempertajam penelitian, maka perlu ditetapkan fokus dan

subfokus penelitian. Adapun fokus dan subfokus dalam penelitian ini adal ah:

1. Implementasi vis dan misi Kota Metro sebagai kota pendidikan, dengan

beberapaindikator yang menentukan keberhasilan, meliputi:

a

Struktur Organisasi yang ada seperti apa dalam implementasi visi dan mis
Kota Metro Sebagai Kota Pendidikan.

Sumber Daya Manusia untuk implementasi viss dan mis Kota Metro
sebagai kota pendidikan.

Kesesuian Tujuan Personel dengan Pesan Kebijakan untuk implementasi
visi dan misi Kota Metro sebagai kota pendidikan.

Komitmen dan Kompetensi para pelaksana dalam menjalankan kebijakan
agar vis dan misi dapat dicapai.

Koordinas dan interaks antar aktor yang terlibat dalam implementasi vis
dan misi Kota Metro sebagal kota pendidikan.

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi implementasi

visi dan misi Kota Metro sebagai kota pendidikan.

2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi visi dan misi Kota Metro sebagai

kota pendidikan.

C. Kehadiran Pendliti

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menuntut kehadiran peneliti di lapangan,

karena pendliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data.

Kehadiran peneliti di lapangan, diupayakan sedapat mungkin berinteraksi dengan

subyek secara waar di lapangan, dan menyesuaikan diri dengan situas dan
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kondis lingkungan yang ada. Hubungan baik antara peneliti dengan subyek
penelitian sebelum dan selama di Iapangan merupakan kunci utama keberhasilan
dalam pengumpulan data, karena dapat menghindarkan dari kecurigaan dan
bahkan dapat menimbulkan kepercayaan kepada peneliti. Tingkat kepercayaan
yang tinggi dari informan kepada peneliti dapat membantu kelancaran proses
penelitian, sehingga data yang ingin diperoleh dapat terlaksana dengan mudah,

lengkap dan akurat, serta sesual dengan fokus penelitian.

Menurut Spradley (1980:56) terdapat lima tipe kehadiran peneliti di lapangan
yaitu; (1) tidak berperanserta (non participation), (2) berperanserta pasif (passive
participation), (3) berperanserta moderat (moderate participa-tion), (4)
berperanserta aktif (active participation), dan (5) berperanserta penuh (complete
participation). Berperanserta moderat yang peneliti pilih dan lakukan dalam

pengumpulan data penelitian ini.

Kehadiran pendliti di lapangan, senantiasa berupaya agar dapat berinteraksi
dengan subyek secara wajar, dan menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi
lingkungan yang ada. Peneliti selau menjaga hubungan baik dengan subyek
penelitian agar terhindar dari kecurigaan dan diharapkan dapat menimbulkan
kepercayaan kepada pendliti. Untuk itu, sebelum terjun ke lapangan, pendliti
mempersigpkan diri secara bailk dan sungguh-sungguh, baik secara mental
maupun fisik. Kehadiran peneliti di  lapangan juga berusaha untuk
mengedepankan nilai-nilai etika, moral dan tidak mengubah latar penelitian serta

mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.
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Selama melaksanakan penelitian di lapangan, peneliti memperhatikan beberapa
hal sebagai berikut: 1) Peneliti berusaha untuk berperilaku luwes, sederhana,
ramah dan senantiasa berusaha tampil sebaiknya-baiknya dengan memperhatikan
sikap dan perilaku, serta tidak menonjolkan diri; 2) Peneliti menghormati etika
pergaulan yang sudah terbangun, mengikuti peraturan dan ketentuan yang
berlaku, serta berusaha menyesuaikan diri dengan adat kebiasaan subyek
penelitian; 3) Pendliti berusaha melebur diri ke dalam situasi subyek dengan
bergaul sewajar mungkin, agar informan dapat terbuka dalam memberi jawaban
pada waktu wawancara dan pengamatan, sehingga data yang diperlukan dapat
diperoleh dengan sebaik-baiknya dan lancar; dan 4) Karena keterbatasan pendliti,
maka kehadiran di lapangan pada waktu mengumpulkan data memerlukan

instrumen bantu seperti alat tulis, alat perekam suara, dan kamera foto.

D. Lokas Pendlitian

Lokasi penelitian ini adalah Kota Metro, yang secara administratif merupakan
bagian dari Provinsi Lampung yang terletak pada kordinat 5° 06” 05°” - 5° 08’ 10"’
LS dan 105° 17 02’ - 105° 19°17” BT dengan luas wilayah 68,74 Kmz2. Batas
wilayah administrasi Kota Metro adalah sebagal berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten

Lampung Timur

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah.
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Berdasarkan Peraturan Daerah nomor: 25 tahun 2000, wilayah administrasi
pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 kecamatan dan 22 kalurahan,
dan pada tahun yang sama mencanangkan Kota Metro sebagai Kota Pendidikan.
Jumlah penduduk Kota Metro tahun 2017 sebesar 160.729 jiwa, yang terdiri atas
80.300 jiwa laki-laki dan 80.429 perempuan. Komposisi penduduknya terdiri atas
berbagai suku bangsa, etnis dan agama yang selamaini dapat hidup berdampingan

secaradamai.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan, yaitu perencana, pembuat dan
pelaksana kebijakan di Kota Metro. Agar data yang diperoleh sesuai dengan
kebutuhan dan tujuan penelitian, maka pemilihan informan dilakukan dengan
teknik sampling purposif. Pengambilan sampel bukan dimaksudkan untuk
mewakili populasi, melainkan didasarkan kepada relevansi dan kedalaman
informasi serta didasarkan pada tema yang muncul di lapangan. Meaui teknik
purposif akan diperoleh informan kunci, dan dari informan kunci dikembangkan
untuk memperoleh informan lainnya dengan teknik sampel bola salju (snowball
sampling), yang dilakukan secara terus-menerus dari satu informan ke informan
yang lain sehingga dapat diperoleh data yang semakin lengkap dan mendalam.
Pencarian sampel dengan cara ini dihentikan setelah data yang diperoleh dirasa

sudah jenuh (Sugiyono, 2012).

Pengkodean informan menggunakan kriteria sebagai berikut; tiga digit pertama
berupa 3 huruf yang menunjukkan jati diri informan yakni nama dan asal instansi.
Sedangkan enam angka berikutnya merupakan tanggal pada saat wawancara

dilakukan.
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Adapun informan dalam penelitian ini lengkap dengan kodenya adal ah:

1

Ibu Yuli Candra Sari Aparatur Sipil Negara Bappeda Kota Metro sebagai
perancang dan pelaksana visi dan misi Kota Metro sebagai Kota Pendidikan

dengan kode Informan (Y BPO60618).

. 1bu Wiwin Estiningrum yang juga berasal dari Aparatur Sipil Negara Bbappeda

Kota Metro dengan kode informan (WBP060618).

. Ibu Elli Santi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Kota

Metro sebagai pelaksana vivi dan misi Kota Metro sebagai Kota Pendidikan

dengan kode informan (EDD060618).

. 1bu Dewi Alwa juga merupakan Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Kota

Metro, dengan kode informan (DDD060618).

. Ibu Sowiyah, berasal dari Anggota Dewan Pendidikan Kota Metro sebaga

pengawas/evaluator pelaksanaan visi dan mis Kota Metro sebagai Kota

Pendidikan dengan kode informan (SKP 070618).

. Bapak Suhendro sebagai Pemerhati Pendidikan Kota Metro yang senantiasa

mengamati implementasi visi dan misi dengan kode informan (HPPO70718).

. Teknik Pengumpulan Data

Data daam penelitian kualitatif dapat dikumpulkan melalui teknik; (1)

wawancara, (2) pengamatan atau observasi, dan (3) studi dokumentasi. Ketiga

teknik pengumpulan data tersebut dipergunakan dalam penelitian ini, namun

diutamakan menggunakan teknik wawancara mendalam karena dapat

mengungkap makna yang tersembunyi di balik fenomena. Adapun teknik

pengumpulan data melaui pengamatan atau observas dan dokumentasi
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dipergunakan guna membantu, memperkaya, serta melengkapi data penelitian

yang diperlukan.

1. Wawancara

Menurut Moleong (2014:135) wawancara adalah percakapan dengan maksud-
maksud tertentu. Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu
pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan yakni pendliti itu
sendiri, dan yang diwawancarai (interviewee) yaitu subyek yang memberikan
jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara seperti
dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985:266) antara lain untuk;
mengkonstruksi mengenai  orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan,
motivasi, tuntutan, kepedulian, rekonstruksi kebulatan-kebulatan yang dialami
masa lalu, memproyeksikan kebulatan-kebulatan yang diharapkan untuk masa
yang akan datang, memverifikasi, mengubah dan memperluas kontruksi yang

telah dikembangkan oleh pendliti.

Terdapat beberapa jenis wawancara, menurut Guba dan Lincoln (1981:160)
wawancara dapat dibedakan (a) wawancara oleh tim atau panel, yakni wawancara
yang dilakukan oleh dua orang atau lebih terhadap seseorang, (b) wawancara
tertutup dan wawancara terbuka (covert and overt), pada wawancara tertutup
subyek tidak mengetahui dan tidak menyadari maksud dari wawancara, sedangkan
pada wawancara terbuka subyek mengetahui maksud dari wawancara, (C)
wawancara riwayat secara lisan, yakni wawancara terhadap orang yang pernah
membuat sgarah atau karya ilmiah untuk mengungkap riwayat hidupnya, (d)

wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, pada wawancara tidak terstruktur
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pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, sedangkan wawancara terstruktur
pertanyaan-pertanyaan telah disusun dengan ketat berdasarkan atas masalah atau

fokus penelitian.

Sedangkan menurut Patton (1980:197), berdasarkan atas perencanaan
pertanyaannya, wawancara dibedakan atas, (a) wawancara pembicaraan formal
(the informal conversational interview), yakni pertanyaan yang digukan sangat
bergantung pada spontanitas pewawancara itu sendiri, (b) wawancara
menggunakan petunjuk umum (the general interview guide approach), yakni
kerangka dan garis besar pokok-pokok pertanyaan telah disiapkan terlebih dahulu,
petunjuk wawancara berupa proses dan is wawancara, dan (c) wawancara baku
terbuka (the standardized open-ended interview), yakni wawancara yang

menggunakan seperangkat pertanyaan baku yang berlaku untuk semua responden.

Teknik wawancara terdapat tiga rangkaian vyaitu; (@) wawancara yang
mengungkap konteks pengalaman partisipan, (b) wawancara yang memberikan
kesempatan kepada partisipan untuk merekonstruksi  pengalamannya, (c)
wawancara yang mendorong partisipan untuk mereflekasi makna dari pengalaman
yang dimilikinya. Pada rangkaian wawancara pertama peneliti mempunyai tugas
untuk membawa pengalaman partisipan ke dalam konstek penelitian dengan
meminta pada partisipan agar bercerita sebanyak mungkin tentang dirinya dalam
kurun waktu tertentu (focused life history). Tujuan wawancara yang kedua adalah
untuk merekonstruksikan rincian kongkrit tentang pengalaman partisipan sgjalan
dengan tujuan penelitian. Adapun tujuan wawancara yang ketiga adalah untuk
mencari makna, dalam hal ini partisipan diminta untuk merefleksikan makna dari

pengalaman yang dimilikinya.
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Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara terbuka,
terstruktur, memakai petunjuk umum, dan teknik probing. Penggunaan
wawancara terbuka karena sebelum memulai wawancara, peneliti mengemukakan
maksud dan tujuan dari wawancara. Jenis wawancara terstruktur peneliti lakukan,
yakni sebelum melakukan wawancara dengan informan peneliti terlebih dahulu
menyusun petunjuk umum wawancara berupa garis-garis besar pertanyaan yang
erat kaitannya dengan fokus penelitian. Berdasarkan garis-garis besar pertanyaan
tersebut, peneliti selanjutnya mengembangkan pertanyaan lacakan berikutnya
(probing) namun tetap berpedoman pada fokus penelitian dan konstruk teoritik

yang telah ditetapkan sebelumnya.

Wawancara dilakukan terhadap 7 orang informan juga menggunakan garis-garis
besar pertanyaan yang meliputi; a) Organisasi dalam implementasi visi dan misi
Kota Metro Sebagai Kota Pendidikan. b) Sumber Daya Manusia. ¢) Kesesuian
Tujuan Personel dengan Pesan Kebijakan. d) Komitmen dan Kompetensi para
pelaksana dalam menjalankan kebijakan agar vis dan mis dapat dicapai. €)
Koordinas dan interaksi antar aktor yang terlibat. f) Lingkungan ekonomi, sosial
dan politik yang mempengaruhi implementasi visi dan mis Kota Metro sebagai

kota pendidikan.

2. Pengamatan/Observas

Terdapat beberapa alasan mengapa pengamatan atau observasi dalam penelitian
kualitatif dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya. Seperti dikemukakan oleh Guba
dan Lincoln (1981:192) karena; (a) teknik pengamatan didasarkan atas

pengalaman langsung yang ampuh untuk mengetes kebenaran, (b) teknik
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pengamatan memungkinkan melihat, mengamati, dan mencatat kejadian atau
perilaku yang sebenarnya, (c) dalam pengamatan dimungkinkan mencatat
peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun
yang lansung diperoleh dari data, (d) dapat dipakai untuk mengecek kepercayaan
data yang sekiranya meragukan, (€) memung-kinkan peneliti mampu memahami
Situas yang rumit atau perilaku yang komplek, (f) dapat menjadi aat yang
bermanfaat untuk kasus-kasus tertentu di mana teknik komunikasi lain tidak

memungkinkan, misalnya mengamati perilaku orang.

Menurut Moleong, (2014:127) observas dapat diklasifikasikan atas pengamatan
berperanserta dan yang tidak berperanserta. Pada pengamatan tidak berperanserta
peneliti atau pengamat hanya melakukan satu fungsi yaitu mengadakan
pengamatan sga. Sedangkan pada pengamatan berperanserta, pengamat
melakukan dua fungsi sekaligus, yaitu sebagal pengamat dan menjadi anggota
dari ke-lompok yang diamati. Spradley (1980:46) menyatakan bahwa selama
melakukan wawancara berperanserta perlu diperhatikan beberapa situasi sosial,
yakni; (a) sederhana (simplicity), (b) kemudahan untuk memperolehnya
(accesessibility), (¢) bersikap rendah hati (un-obtrusiveness), (d) dapat diterima
dadam dituas itu (permissibleness), dan (e) peristiwanya berulang-ulang
(frequently recurring activities). Beberapa Situasi sosial tersebut betul-betul
peneliti perhatikan sebelum dan selama melakukan pengamatan di lapangan untuk

memperolah data penelitian yang akurat.

Adapun obervasi yang pendliti lakukan berupa keadaan faktual kegiatan dan
Situasi sosia aparatur sipil negara maupun masyarakat dalam implementas visi

dan misi Kota Metro sebagai Kota Pendidikan. Hasilnya berupa gambaran situas
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sosial yang berhubungan dengan fokus penelitian yang sangat berguna untuk

menj el askan temuan penelitian.

3. Dokumentasi

Pada penelitian kualitatif sebagian besar data diperoleh dari sumber manusia
melalui teknik utama wawancara dan pengamatan yang dikenal dengan metode
interaktif, tetapi data dapat juga diperoleh dari sumber data bukan manusia yang
biasanya berupa dokumen yang bersifat non-interaktif. Menurut Moleong
(2014:161) dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber
data, karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan

untuk menguji, menafsir, bahkan untuk meramalkan.

Menurut Guba dan Lincoln (1981:233) dokumen dapat digunakan untuk
keperluan penelitian karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai
berikut; () merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong penelitian, (b)
berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian, (c) sesua dengan penelitian
kualitatif karena sifatnya yang alamiah, dan sesuai dengan konteks penelitian, (d)
relatif murah dan mudah diperoleh walau harus dicari dan ditemukan, (e) tidak
reaktif, sehingga tidak sulit untuk ditemukan, (f) hasil pengkgian isi, akan
membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu
yang diteliti. Kgian dokumen dalam penelitian ini dilakukan untuk mempertajam
dan melengkapi data tentang implementasi kebijakan Kota Metro Sebagai Kota

Pendidikan.

Dokumentasi yang diperoleh selama penelitian berupa beberapa foto-foto yang

berkaitan dengan implementasi viss dan miss Kota Metro sebagai Kota
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Pendidikan, serta Rencana Strategis BAPEDA Kota Metro Tahun 2016-2020.

Selain itu juga berupareferensi yang sesuai dengan bahasan penedlitian.

G. Analisisdata

Data dalam penelitian kualitatif terdiri atas, @) deskripsi yang rinci (detailed
descriptions) mengenai Situasi, peristiwa, orang, interaks dan perilaku, b)
pernyataan seseorang (direct quotations) tentang pengalaman, sikap, keyakinan
dan pikirannya, serta dari dokumen-dokumen. Menurut Milles dan Huberman
(1992:15) data kualitatif terdiri dari banyak kata-kata dan bukan angka-angka,
yang deskripsinya memerlukan interpretasi sehingga dapat diketahui makna dari
kata-kata tersebut, sehingga dalam analisis data harus dilakukan selama dan

setelah proses pengumpulan data

Andisis data dadam penelitian kualitatif meliputi kegiatan yang berhubungan
dengan; pengorganisasian data, memilih serta mengaturnya ke dalam unit-unit,
mensintesiskannya, mencari pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa
yang dikaji, serta memutuskan apa yang akan disgji-kan dalam laporan penelitian.
Menurut Yin (1997:133) andisis data terdiri atas pengujian, pengkategorian,
pentabulasian, ataupun pengkombinasian kembali bukti-bukti untuk menunjuk

proposisi awal suatu penelitian.

Menurut Milles dan Huberman (1992:16) pada penelitian kualitatif analisis terdiri
atas tiga langkah atau alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu; reduks
data (data reduction), penygjian data (data display), penarikan kessmpulan serta
verifikasi (conclusion drawing and verification), yang dilakukan selama dan

setelah pengumpulan data.
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Berdasarkan dari uraian di atas, maka langkah-langkah analisis data dalam
penelitian ini dilakukan selama dan setelah pengumpulan data, yakni proses
reduksi data, penygiian data, dan penarikan kesimpulan sementara (awal)
dilakukan selama pengumpulan data masih berlangsung, sedangkan untuk
verifikasi dan penarikan kesimpulan akhir dilakukan setelah pengumpulan data
selesai. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik induktif-
konseptualistik yaitu berdasarkan informas empiris yang diperoleh dibangun

suatu konsep atau proposisi ke arah pengembangan suatu teori substantif.

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam

bagan alir berikut ini.

Pengumpulan
Data | T TTTTTC

\

Penyajia
n Data

y

_ Penarikan
Reduksi e »| kesimpulan
Data

/ Sementara
A
\ 4
.

Penarikan Verifikasi

Kesimpula <« Data

n Akhir l )

Gambar 3.1 Langkah Analisis Data Berdasarkan Model Interaktif
Miles dan Huberman yang dimodifikasi (Moleong, 2014)
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H. Teknik Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan (transtworthiness) merupakan upaya validasi data yang
diperoleh dalam penelitian ini. Menurut Moleong (2014:324) untuk menentukan
keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi empat kriteria yakni:
1. Dergjat kepercayaan atau kredibilitas (credibility)

Pengecekan atau dergjat kepercayaan data diperoleh melalui langkah-langkah

sebagal berikut:

a. Triangulasi, yakni membandingkan data penelitian dengan berbagai cara.
Menurut Moleong (2014: 330) terdapat empat macam triangulasi yaitu;
triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi penyidik, dan triangulasi
teori. Triangulasi sumber dilakukan untuk mengecek balik kepada informan
daam hal ini agar informan memberikan reaks terhadap data hasil
wawancara dan observasi yang telah diorganisir oleh peneliti. Triangulasi
metode dilakukan dengan pengecekan beberapa teknik pengumpulan data.
Triangulas penyidik dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau
pengamat lain termasuk di dalamnya konsultasi dengan pembimbing dan
para ahli. Sedangkan triangulasi teori dengan jalan memperkayareferens.

b. Pengecekan teman sgawat, dilakukan dengan cara mengekspos hasil
penelitian sementara maupun hasil akhir dalam bentuk diskusi analitik
dengan teman sgjawat, antaralain melalui seminar hasil penelitian.

2. Keteraihan atau transferabilitas (transferability)
Pengecekan transferabilitas atau keteralihan diperoleh melalui uraian rinci
(thick description) yakni deskripsi secara rinci temuan-temuan di lapangan

yang dituangkan dalam laporan hasil pendlitian.
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3. kebergantungan atau dependabilitas (dependability)
Pengecekan dependabilitas atau kebergantungan data, diperoleh melaui
pemeriksaan terhadap proses dan data hasil penelitian yang dilakukan oleh
beberapa auditor yang dipandang dapat memberikan koreksi dan masukan-
masukan.

4. kepastian/ konfirmabilitas (confirmability) data penelitian.
Pengecekan konfirmabilitas atau kepastian data diperoleh melalui pemeriksaan

secara berulang-ulang terhadap data dan informasi hasil pendlitian.

I. Pemaparan Data

Pemaparan data mencakup di dalamnya menyusun data secara sistematis,
penulisan data dalam teks naratif, dan penyajian temuan. Penyusunan data secara
sistematis dimulai dengan memasukkan hasil analisis kedalam matrik cek data,
kemudian dilanjutkan dengan menyagjikan data lengkap dalam bentuk kalimat
yang dibuat berdasarkan pernyataan informan dan hasil observasi, disusun sesuai
dengan fokus penelitian. Penygjian data dalam bentuk naratif dibuat secara
singkat dan jelas serta komunikatif, sehingga mudah difahami oleh pembaca yang
ingin memperoleh gambaran tentang apa yang terjadi pada obyek pendlitian.

Temuan penelitian disgikan dalam bentuk matrik atau diagram konteks.

J. Tahapan Penelitian

Penelitian ini terdiri atas empat tahap, yakni:
1. Tahap pralapangan, yakni mencari isue-isue unik, menarik dan layak untuk

dijadikan topik penelitian. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan pengkajian
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literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian dan melakukan
pengamatan awal terhadap fenomena di lapangan, dilanjutkan dengan
menetapkan substansi penelitian, dan menyusun rencana penelitian.

. Setelah rencana penelitian (proposal) penelitian disusun, maka selanjutnya
konsultasi dengan Ketua Jurusan dan Dosen Pembimbing Skripsi. Selanjutnya
setelah proposal disetujui dilaksanakan seminar proposal.

. Tahap pekerjaan lapangan, yakni melaksanakan studi terfokus dengan kegiatan
pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan pengkajian dokumen.
Wawancara dilakukan terhadap 6 informan penelitian yang telah direncanakan.
. Tahap andlisis data, merupakan lanjutan dari reduks data, penyajian data,
verikasi data, dan penarikan kesimpulan. Akhirnya dilakukan penyusunan
laporan penelitian.

. Tahap pelaporan hasil penelitian, dilanjutkan konsultasi dengan pembimbing
skripsi, seminar hasil pendlitian, kemudian ujian skrips pada tanggal 3 Juli

20109.



BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dikemukakan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian
yang telah dilaksanakan tentang Implementasi Kebijakan Visi dan Misi Kota

Metro sebagai Kota Pendidikan sebagai berikut.

A. KESIMPULAN

1. Organisasi dalam implementasi kebijakan visi dan misi Kota Metro sebagai
Kota Pendidikan sudah cukup baik, namun setruktur organisasinya belum
dibakukan. Selama ini organisasinya masih bersifat koordinatif antar bidang,
antar unit kerja atau antar dinas yang ada diorganisasi pemerintah daerah
Kota Metro.

2. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan visi dan misi Kota
Metro sebagai Kota Pendidikan cukup balk dan memadai, karena tingkat
pendidikan ASN maupun tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi. Selain
itu angka Indek Pembangunan Manusia Kota Metro saat ini di atas rata-rata
provinsi maupun nasional.

3. Kesesuaian antara personel dengan pesan kebijakan dalam implementasi visi
dan misi Kota Metro sebagai Kota Pendidikan sudah sesuai. Hal ini dapat
diketahui dari kontribusi masing-masing personel sangat mendukung pesan
kebijakan, juga sering diadakannya sosialisas kebijakan dan serta pembinaan

personel yang cukup intensif.
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4. Komitmen dan kompetensi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan vis
dan mis Kota Metro sebagai Kota Pendidikan dapat dikatakan tinggi. Para
pelaksana saling menjalin informasi dan saling membantu dalam pelaksaan
tugas terutama mengenai pencapaian vis dan misi.

5. Koordinasi dan interaks antar aktor yang terlibat dalam implementas
kebijakan visi dan misi Kota Metro sebagal Kota Pendidikan sudah berjalan
dengan baik namun belum optimal, yang kemungkinan besar disebabkan oleh
kesibukan para aktor dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai aparatur
sipil negara.

6. Kondis lingkungan ekonomi, sosia dan politik dapat menujang tercapainya
implementasi kebijakan vis dan mis Kota Metro sebaga Kota Pendidikan.
Ha ini dapat dilihat dari kondis ekonomi sebagian besar masyarakatnya
berpendapatan menengah, serta kondisi sosial dan politik yang kondusif, aman
dan damal tanpa adanya gejolak masyarakat yang berarti

7. Kendda yang dijumpai dalam implementass Kota Metro sebagai Kota
Pendidikan, antara lain; 1) Banyaknya tugas pokok yang harus dilaksanakan
ASN di luar implementasi kebijakan visi dan misi; 2) Belum adanya Tupoksi
tentang implementasi kebijakan visi dan misi; 3) Masih kurangnya sarana dan
prasarana pendidikan; 4) Kepaa daerah dan kepala badan maupun kepaa
dinas di pemerintahan kota yang selalu berganti; dan 5) Kurangnya dana
untuk implementasi kebijakan visi dan mis Kota Metro sebaga Kota

Pendidikan.
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. SARAN

. Sumber daya manusia untuk implementas Vis dan Misi Kota Metro sebagai
Kota Pendidikan perlu ditentukan tugas pokok dan fungsinya agar masing-
masing sumber daya manusia yang terlibat dapat memahami dan
mel aksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

. Kesesuaian antara tujuan personel dengan pesan kebijakan sudah cukup
bagus, namun dirasakan masih perlunya adanya penyamaan persepsi dan
mensinergikan berbagai program dalam mendukung implementasi kebijakan
visi dan misi Kota Metro sebagai Kota Pendidikan.

. Koordinas yang lebih intensif antar para aktor pelaksana implementas
kebijakan vis dan mis Kota Metro sebaga Kota Pendidikan, perlu
diintensifkan oleh jgjaran pimpinan Walikota Metro agar pencapaian target

pencapaian visi dan misi dapat lebih optimal.

. Kendalakendala yang muncul dan dapat merintangi pencapian target
implementasi visi dan misi Kota Metro sebagai Kota Pendidikan, supaya

dapat ditanggulangi atau diminimasilsir oleh pel aksana kebijakan.
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